AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Oleh:

M. HAMKA HANS
NPM. 1974134011

7)

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas Syariah

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M



AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

M. HAMKA HANS
NPM. 1974134011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas Syariah

Pembimbing | : Dr. Maimun, S.H.,M.A
Pembimbing 11 : Dr. Nurnazli, M.H

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : M. Hamka Hans

NPM : 1974134011

Pogram Studi :  Magister Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas . Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan
judul “Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan
Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah”. adalah benar-benar karya Asli saya, kecuali yang disebutkan
sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka

sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, November 2023
Yang Menyatakan,

M. Hamka Hans
NPM. 1974134011




ABSTRAK

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak
yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang
pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.
Salah satu alat bukti dalam hutang piutang yang diatur pada Pasal 1866
KUHPerdata yaitu berupa saksi. Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang
penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi
keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam.
Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya
saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan dari praktik
utang piutang tanpa saksi tersebut yaitu apabila peminjam ingkar janji atau
bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian utang-piutang, maka orang
yang meminjamkan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membuktikan
adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui akad utang piutang tanpa
saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari, 2) Untuk mengetahui faktor-
faktor apa yang mendorong terjadinya akad utang piutang tanpa saksi pada
masyarakat kecamatan Batanghari, dan 3) Untuk mengetahui akad utang piutang
tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data
hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara
berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akad utang piutang tanpa
saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari tidak sesuai dengan hukum
Islam dan Hukum Nasional. Hal ini kerena pentingnya menghadirkan saksi dalam
melakukan akad sehingga tidak menyebabkan permasalahan dalam akad utang
piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari. 2) Faktor-faktor yang
mendorong adanya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat Kecamatan
Batang Hari, antara lain karena: a) adanya rasa ingin mengembangkan usaha pasar
kreatif dan pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang ada di kota Metro, b)
tingginya rasa kepercayaan antara masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan
desa Sumberrejo, c¢) adanya faktor ingin mengembangkan usaha pertenakan lebah
lanceng seperti peternakan lebah yang ada di kota Metro, d) tingginya rasa
keperdulian dan gotomg royong pada masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan
desa Sumberrejo, e) adanya letak geografis desa Banbjarrejo dan desa Sumberrejo
yang dekatan dengan kota Metro, dan f) cepatnya perkembangan arus informasi
yang didapat desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo terkait pemberdayaan
masyarakat yang ada di kota Metro. 3) Akad utang piutang tanpa saksi yang
dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi
Syariah tidak diperbolehkan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan
karena tidak adanya saksi dalam akad utang piutang tersebut.



ABSTRACT

Debts and receivables are an agreement between one party and another
party and the object of the agreement is generally money. The position of one
party as the party providing the loan, while the other party receives the loan. The
money borrowed will be returned within a certain period of time as agreed. One
of the pieces of evidence for debts and receivables regulated in Article 1866 of the
Civil Code is in the form of witnesses. Presenting witnesses is an important thing
in debts because having witnesses can reduce doubts between the person who
gives the loan and the person who borrows. The Batanghari community often
practices debts and receivables without any witnesses. This of course has its own
weaknesses. The weakness of the practice of debts and receivables without
witnesses is that if the borrower breaks his promise or even denies that he never
made a debts and receivables agreement, then the person who lent will have
difficulty proving the existence of a debts and receivables agreement with the risk
of losing the money.

This research aims 1) to find out debt and receivable contracts without
witnesses carried out by the Batanghari Community, 2) To find out what factors
encourage debt and receivable contracts without witnesses in the Batanghari sub-
district community, and 3) To find out debt and receivable contracts without
witnesses. carried out by the Batanghari Community according to the perspective
of Sharia Economic Law. This type of research is field research. Meanwhile, the
nature of the research is descriptive analysis. Data collection was carried out
using interview and documentation techniques. The resulting data is described
descriptively and analyzed using deductive thinking.

The results of this research show that: 1) The debt and receivable contract
without witnesses carried out by the Batang Hari Community is not in accordance
with Islamic law and National Law. This is because it is important to present
witnesses when carrying out the contract so that it does not cause problems in the
debt and receivable contracts carried out by the Batang Hari Community. 2) The
factors that encourage the existence of debt and receivable contracts without
witnesses in the people of Batang Hari District, include: a) the feeling of wanting
to develop creative market businesses and community empowerment as is the case
in Metro City, b) the high sense of trust between the community in Banjarrejo
village and Sumberrejo village, c) there is a desire to develop a long beekeeping
business like the beekeeping in Metro City, d) there is a high sense of caring and
mutual cooperation among the people in Banjarrejo village and Sumberrejo
village, e) the existence of the geographical location of Banbjarrejo village and
Sumberrejo village which is close to Metro city, and f) the rapid development of
the flow of information obtained by Banjarrejo village and Sumberrejo village
regarding community empowerment in Metro city. 3) Debt and receivable
contracts without witnesses carried out by the Batanghari Community according
to the perspective of Sharia Economic Law are not permitted. This is because
there are many losses incurred due to the absence of witnesses in the debt and
receivable contracts.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang
berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain,'

artinya
manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain
karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman

Allah SWT dalam al-Qur’an:

(7] g AN BXL€EO0 ADr«<@0....
e @0 B EOOUNO K e @0 MNOF WM W I
Shbé a3 (7] WL AN BX-OE€E OO0 ADe
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Artinya: dan tolong-menolongla/z kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)?

Menurut Tasfir Al-Qurtubi, Firman Allah di atas terputus/terpisah dari
firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam
mengerjakaan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh

manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain.

! Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(‘Yogyakarta: Ull Press, 2000), 11.

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro,
2008), 85.



Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan
mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah.?

Dalam kegiatan bermu’amalah, manusia telah diberi keleluasan untuk
menjalankannya, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat
dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama
dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah Swt,
dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 29.

L N <IN U TEOR ST I B 7 < AN AL B D RITR  (RUOF )
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)*

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah
melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka
terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha
yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu
daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman
hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya
hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.’

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah

utang-piutang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-gard. Manusia

* Imam Al-Qurthubi, Tasfir Al-Qurthubi, ed. oleh Muhammad lbrahim Al-Hifnawi, 6 ed.
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 65.

> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir,
ed. oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), 280.



dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan
kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu bila sewaktu-waktu muncul
kebutuhan mendesak dan sangat memaksa, seseorang harus berutang pada
orang lain baik berupa barang atau uang, dengan cara memberikan
pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan
berpahala di sisi Allah SWT, di antara dalil yang menjadi dasar
disyariatkannya utang-piutang (al-gard) ini ialah sebagaimana firman Allah

SWT sebagai berikut:

AForde OVHBNSORG ONAALo I H0 OY
DEEeOXIHAY DO AROwc 4 XCRORAO a4~ ODIAGL
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Artinya: siapakas yang mau meminjamkan kepada Allas pinjaman yang
baik, Maka Alla/ akan melipat-gandakar (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan Dia akarn memperole/ pahala yang banyak. (Q.S.

Al-Hadid: 11)°
Menurut Tafsir lbnu Katsir, Dan firman Allah Ta'ala, "Siapakah yang
mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik." 'Umar bin al-
Khaththab mengatakan: "Yakni, infak di jalan Allah." Ada pula yang
mengatakan: "Yakni, nafkah yang diberikan kepada keluarga." Dan yang
benar bahwa kata itu bersifat lebih umum dari pengertian di atas. Jadi, siapa
saja yang berinfak di jalan Allah secara tulus ikhlas dan dengan niat yang
tulus, maka ia telah masuk ke dalam keumuman ayat ini. Oleh karena itu,

Allah Ta'ala berfirman: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah

pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 430.



itu untuknya, Yakni, pahala yang baik dan pemberian yang megah, yaitu Surga
pada hari Kiamat.”

Memberi utang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib,
misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang
amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam
masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.?

Utang-piutang (al-qard) adalah pinjaman uang atau modal yang
diberikan seseorang kepada pihak lainya, dimana pinjaman tersebut digunakan
untuk usaha atau bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban
mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya
tanpa tergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.’

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan
pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.
Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman,
sedang pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang

diperjanjikannya.’® Ayat-ayat tentang akad meliputi Q.S. Al-Ma'idah [5]: 1.

) 3iall 15850 15kl Cpall el

” Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir,
ed. oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), 48—49.

& Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 427.

% Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2014), 144.

19 Gatot Supramono, Perjanjian Utang-Piutang (Jakarta: Kencana, 2013), 9.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.™

Menurut  Tafsir al-Qurthubi Dalam ayat ini, Allah SWT
memerintahkan untuk memenuhi akad. Al Hasan berkata, “Yang dimaksud
dengan akad tersebut adalah akad utang piutang, yaitu akad yang dibuat oleh
seseorang atas dirinya, baik berupa penjualan, pembelian, penyewaan,
pernikahan, paroan sawah, maslahat, kepemilikan, hak pilih/khiyar,
kemerdekaan, pengaturan, dan hal-hal lainnya sepanjang tidak keluar dari
syari'ah.*?

Ayat lain yang menjelaskan mengenai akad terdapat dalam Q.S. Al-
Isra' [17]: 34.

B NOPEI W aRE  BXOdorO00Le0
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Artinya: Dan penuhilah akad; Sesungguhnya akad itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.™

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas memerintahkan umat manusia

untuk memenuhi akad atau janji, yaitu perjanjian yang kalian perbuat kepada

manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjakan mereka dengan ikatan kerja

tersebut, karena sesungguhnya kedua hal itu akan dimintai pertanggungan
jawab dari pelakunya.'*

Alat bukti yang sah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal

184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karim Nasution mengatakan bahwa

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 84.

12 Al-Qurthubi, Tasfir Al-Qurthubi, 2007, 77-78.

13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 227.

% Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir,
ed. oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 5 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), 163-64.



ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya
serta pengalamaan dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar
terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang
sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.*

Salah satu alat bukti dalam utang piutang yang diatur pada Pasal 1866
KUHPerdata yaitu berupa saksi.® Menghadirkan saksi merupakan suatu hal
yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat
mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang

meminjam. Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Bagarah ayat 282.

0EN LA LS RSN 01w R 16)
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalar
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendakla’ kamu
menuliskannya. Dan hendakla/ seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar-....” (Al-Bagarah: 282)"

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, penulisan utang piutang itu hukumnya
wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah yang mewajibkannya entah itu
berupa pinjaman ataupun berupa jual beli. Agar tidak terjadi pengingkaran di
masa yang akan datang ataupun kealpaan. Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu

Juraij yang mengatakan: barangsiapa yang ingin melakukan utang piutang

5 Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1975), 71.

18 Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20.

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37.



maka ia harus menuliskannya adapun yang ingin berjual beli maka ia harus
dipersaksikan.*®

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi
dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan
adanya dua saksi mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran pinjaman
telah tiba pada waktunya

Dalam kamus Hukum, Saksi diartikan sebagai seseorang yang
mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam
perkara perdata ataupun pidana.’® Hal mengenai saksi ini agak sulit untuk
mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di
sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai
urusan pribadi. Orang yang di tempat kejadian baru bersedia datang melihat
dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.?® Sedangkan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam arti. Pertama, saksi
adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau
kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa
untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan
keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk
kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan

(bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.

'8 Imam Al-Qurthubi, Tasfir Al-Qurthubi, ed. oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid
3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 848.

9 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 517.

2 Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 155.



Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau
dialami sendiri.?* Sedangkan menurut KUHAP di Pasal 1 ayat (26) disebutkan
saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.??

Saksi dalam hukum perdata Islam berasal dari kata asy-syahadan,
diambil dari kata al-musyahada’ yang berarti melihat langsung dengan mata,
karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan
dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya
dengan lafal, aku menyaksikan, atau aku telah menyaksikan. Saksi adalah
orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena dia
menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.?

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang
suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
Kesaksian juga bisa diartikan sebagai kepastian yang diberikan kepada hakim
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan
dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang

dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang

2! Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid |1l (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
981.

22 Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan, dan Mas Achmad Santosa, Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana (Jakarta: Djambatan,
1992), 7.

2 Amiruddin, “Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah
Syar’iyah,” Syarah Vol. 8, no. 1 (2019): 27.



peristiwa yang dialaminya sendiri karena kesaksian merupakan alat bukti
wajar yang berasal dari pihak ketiga melihat atau mengetahui sendiri peristiwa
terkait, keterangan saksi umumnya lebih objektif ketimbang keterangan pihak
berkepentingan, pentingnya keterangan saksi dikarenakan banyaknya
peristiwa/keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya
sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia.?*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan saksi
dalam utang piutang sangat penting. Hal ini dikarenakan saksi dapat dijadikan
sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian utang
piutang.

Kecamatan Batanghari merupakan salah satu kecamatan yang terletak
di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan langsung dengan kota Metro.
Masyarakat Batanghari mayoritas pemeluk agama Islam. Berdasarkan hasil
penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 26 Desember 2022, didapatkan
informasi bahwa pada masyarakat banyak sering terjadi praktik utang piutang.
Menurut hasil wawancara dengan bapak Wara Kharisma, masyarakat di
Batanghari banyak yang melakukan praktik utang piutang dalam peminjaman
uang untuk modal usaha seperti yang ada di kota Metro, namun masyarakat
Batanghari jarang menggunakan saksi dalam transaksi utang piutang tersebut.
Hal ini dikarenakan utang piutang tersebut tergolong sederhana dan nilainya
juga kecil, misalnya perjanjian utang piutang yang nilainya sebesar Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebagainya. Kebanyakan praktik utang

24 Amiruddin, 27.
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piutang tanpa saksi ini dilakukan karena para pihak merasa saling percaya
akan ditemukan kasus akibat tidak ada saksi dimana bapak Riyan pernah
menjadi bagian penyelesaian secara kekeluargaan sengketa peminjaman uang
senilai 2 juta tanpa adanya saksi.?

Berdasarkan kasus di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat
Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi. Hal ini
tentu mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan dari praktik utang piutang
tanpa saksi tersebut yaitu apabila peminjam ingkar janji atau bahkan
menyangkal tidak pernah membuat perjanjian utang-piutang, maka orang yang
meminjamkan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya
perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.?® Bahkan dalam Islam
telah dijelaskan pentingnya saksi dalam perjanjian utang piutang sebagaimana
firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 282 yang telah dijelaskan di atas.

Telah banyak penelitian terdahulu tentang saksi sebagai alat bukti ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Wieke Septiana Dewi mengatakan bahwa
Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan sistem hukum Eropa
Kontinental dimana dalam hal pembuktian di dalam Hukum Acara Pidananya
mengenal adanya suatu kebenaran materiil dimana pembuktian merupakan
salah satu usaha untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya bahwa suatu
kejadian pidana benar-benar terjadi dan disini hakim bersifat aktif untuk
mencari bukti yang cukup dalam membuktikan bahwa benar atas apa yang

dituduhkan kepada tertuduh. Dalam mendapatkan alat bukti yang cukup

% Bapak Riyan Bambang Pratomo, selaku masyarakat Batanghari, wawancara, pada
tanggal 26 April 2021.
% Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 17.
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(minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP)
yaitu keterangan saksi dan terdakwa.?’

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Ni Komang Ratih Kumala
Dewi yang mengatakan bahwa kedudukan saksi adalah sebagai bagian dari
alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun
penggunaan saksi terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta
pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yaitu dapat dikenakan jenis
penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang
melakukan tindak pidana dengan diberikan penanganan khusus dalam proses
pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.?®

Hana Krisnamurti juga melakukan penelitian dengan membahas saksi
dengan menyimpulkan bahwa keterangan saksi merupakan faktor penting
dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, kesaksian adalah kepastian yang
diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan
dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan
salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pada
hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk
mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan.?®

Berdasarkan latar belakang di atas, jelas sekali bahwa saksi dalam

utang piutang tidak boleh dianggap sepele, dikarenakan dengan adanya saksi

" Wieke Septiana Dewi, “Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam
Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana)” (Skripsi Universitas Brawijaya, 2016).

% Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian
Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan,” Jurnal Hukum Saraswati VVol. 4, no. 1 (2022).

? Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,”
Wacana Paramarta,” Jurnal IImu Hukum Vol. 15, no. 2 (2016).
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dapat mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran utang-piutang telah
tiba pada waktunya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada
Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur
Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.
B. Fokus dan Subjek Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas,

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Kedudukan saksi mempunyai peran penting dalam utang piutang. Hal
ini dikarenakan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi
wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.

b. Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa
adanya saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri.

c. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong akad utang piutang tanpa
saksi pada masyarakat kecamatan Batang Hari.

2. Batasan Masalah
Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti
dalam penelitian ini adalah Kedudukan saksi mempunyai peran penting
dalam utang piutang.
Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan
berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan

pada hal-hal berikut:
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a. Kedudukan saksi mempunyai peran penting dalam utang piutang.

b. Praktik utang piutang tanpa adanya saksi yang dilakukan oleh

Masyarakat Batanghari

c. Analisis teori maslahah dan teori ‘urf dalam Masyarakat Batanghari

sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus

permasalahannya adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh
Masyarakat Batanghari?

Apa saja yang menjadi faktor-faktor atau latar belakang masalah terjadinya
akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari ?
Bagaimana akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh

Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian

yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain:.

1.

Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh
Masyarakat Batanghari.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya akad
utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari.

Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh

Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
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E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini menambah wawasan pengetahuan kedudukan saksi
dalam transaksi utang-piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah pada
masyarakat Batanghari.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan
menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang
Hukum Ekonomi Syariah, terutama Hukum Ekonomi Syariah di
Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat
terkait penyelesaian sengketa akad utang piutang tanpa adanya saksi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang
pentingnya saksi dalam transaksi utang piutang.

c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program
Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-
rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai
sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden

Intan.
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang
pendidikan khususnya di bidang hukum ekonomi islam.
c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di
kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir
1. Kajian Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori maslahah
teori ‘wurf dan teori implementasi yang digunakan sebagai kacamata
dalam melihat dan menyinkronkan terkait kedudukan saksi dalam utang
piutang. Adanya teori yang digunakan bisa dilakukan pencarian titik temu
antara beberapa elemen tersebut.
a. Teori Maslahah
Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia
dan menghasilkan keuntungan serta menolak kerusakan. Sesuatu
yang mengandung manfaat layak disebut maslahah. Oleh karena itu,
maslahah memiliki dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan
menolak kerusakan.*
Pembagian maslahah ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai
hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga: 1)
maslahah dariariyyah, 2) maslahah Hajiyyah, dan 3) maslahah
taksiniyyah. Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi,

sehingga dengan Klasikasi ini memudahkan dalam pengategorian

%0 Syarifuddin, Ushul Figh, 345.
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suatu permasalahan. Maslahah ditinjau dari maksud usaha mencari
dan menetapkan hukum, masiahah itu disebut juga dengan munasib.
Maslahah dalam artian munasib terbagi menjadi tiga bagian: 1)
maslahah al-mu‘tabarah, 2) maslahah al-mulgah, dan 3) maslahah
al-mursala’ (islislah).*

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan
maslahah al-mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak
adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh
syar’t baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahwa
diamalkannya maslahah itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya
dukungan syar’r. Beberapa pandangan para fugaha tentang
penggunaan maslahah sebagai metode ijtihad, fugaha hanafi dan
maliki menggunakan maslahah, fugaha Syafi’t dan hambali tidak
menggunakannya.*?

Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh imam maliki
senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa
argumentasi yang dikemukakan para fugaha malikiyah tentang
penggunaan pendekatan maslahah mursalah dalam metode kajian
hukumnya, yaitu: 1) bahwa para sahabat Nabi Saw, memperlihatkan
sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan
keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat

Al-Qur’an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf. 2) Bahwa selama

31 Syarifuddin, 355.
%2 Syarifuddin, 358.
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maslahah berjalan dengan maksud syar’t dalam penetapan hukum,

maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syar’i terhadap para

mukalaf. 3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek
kemaslahatan, maka setiap mukalaf akan menghadapi berbagai
kesukaran dalam kehidupannya.®®

Maslahah digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau
jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori
maslahah sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan
akal dalam kajian maslahah, dengan menetapkan sejumlah Kriteria,
sebagai berikut:

1) Maslahah tersebut bersifat rasional dan relevan dengan kasus
hukum vyang ditetapkan dan dapat diterima oleh pemikiran
rasional. Sebagai contoh disyariatkannya menunaikan akad setelah
kesepakatan. Oleh karena itu, menunaikan akad merupakan suatu
kewajiaban.

2) Maslahah tersebut harus sesuai maksud syar’T dalam menetapkan
hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil.

3) Dengan kata lain harus sesuai dengan maqasid syart ‘ah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori maslahah
mursala/ yang diterapkan dalam praktik utang piutang diharapkan

mampu bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat di

desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram serta menolak

%% Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 113.
¥ Umar, 114.
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kerusakan dari adanya ingkar janji dalam akad muzara‘ah. Penulis
berpendapat bahwa janji yang telah disepkati di awal akad/perjanjian
harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan
mendatangkan kemudaratan bagi pihak-pihak yang melakukan akad
memandang urgensi pentingnya melaksanakan janiji.

b. Teori ‘urf

Teori ‘wurf digunakan dalam penelitian ini karena akad
merupakan sebuah kebiasaan yang diucapkan seseorang. Pada
umumnya akad melekat pada akad yang telah disepati wajib untuk
ditunaikan.

Para ulama ushul figh mendefinisikan ‘urf" sebagai, suatu yang
telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannyasebagai tradisi,
baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan
sesuatu, dimana ‘urf juga disebut sebagai adat istiadat.*

Siyasah syariah didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah
untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui
aturan yang tidak bertentangan dengan agama.®

Dari keabsahannya dari pandangan syara ‘urf terbagi menjadi
dua: al-‘urf al-sahik, dan al-‘urf al-fasid. Adapun yang berkaitan
dengan bahasan kami masuk dalam al- ‘urf al-sahi#.

Al-‘urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat

yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak

% Beni Ahmad Saebani, llmu Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 190.
% M. Anshary, Hukum Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.
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menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa
kemudratan bagi mereka.

Sebuah adat dapat dikatakan ‘urf dan dapat dijadikan sebuah
pedoman hukum apabila:

1) Logis dan relafan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat.
2) Terulang ulang (kebiasaan).
3) Tidak bertentangan dengan nas maupun hadis.>’

Teori ‘urf digunakan dalam penelitian ini karena kedudukan
saksi saat utang piutang dipengarui oleh adat kebiasaan. Dalam hal ini
penulis menggunakan teori ‘urf fasid karena kebiasaan yang
dilakukan masyarakat di desa Banjarrejo dan Sumberrejo mengandung
kecacatan.

Al-Qur’an dan Hadis dijadikan sebagai landasan utama dalam
akad utang piutang. Dalam melakukan kajian penelitian terkait akad utang
piutang tanpa adanya saksi di Masyarakat Batang Hari dikaji
menggunakan teori maslahah dan ‘urf. Setelah mengakaji kedudukan
saksi dalam Transaksi Utang Piutang menurut teori maslahah dan ‘urf
maka dapat dibagi menjadi dua yaitu kedudukan saksi dalam Transaksi
Utang yang boleh dan kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang
tidak boleh. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang diperbolehkan
karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kedudukan saksi dalam
Transaksi Utang Pitang tidak boleh karena bertentangan dengan Hukum

Islam.

%" Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Figh Syafi ivah Penjelasan Nadhom Al-Fara’id
Al-Bahiyah (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 61.
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A. Deskripsi Konseptual
1. Transaksi Utang Piutang
a. Pengertian Utang Piutang

Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang
yang dipinjamkan dari orang lain.! Utang adalah sesuatu yang
dipinjam. Pemberi Utang kepada individu ataupun badan usaha
disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang
meminjam disebut debitur.?

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu
dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada
umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak
yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima
pinjaman Utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.®

Utang piutang dalam Islam disebut al-gardh. Ulama secara
umum mendefinisikan gardh (pinjaman) adalah harta yang diberikan
atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut

dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus

1 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),
1136.

2 Ady Cahyadi, “Mengelola Utang dalam Perspektif Islam,” Jurnal Bisnis dan
Manajemen Vol. 4, no. 1 (2014): 671.

® Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 91.
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mengembalikan dengan nilai yang sama. Qardh (pinjaman) dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah
dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkau waktu
tertentu.”
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa bahwa
Utang piutang adalah pemberian harta baik berupa uang atau barang
kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima
sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau
mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.
b. Dasar Hukum Utang piutang
1) Al-Qur’an & Hadits
Dasar hukum Utang piutang dapat kita temukan dalam al-
Qur’an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat
didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia
hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal

kebaikan. Firman Allah Swt:

(7] W AN B-U€EO0 RADe €0 ...0
B OO0 ¥*Iwa @0 MUOFWNwWe I
(7] JEL AN B -UE€EO00 AP 22 du
FHOOALORD M e S @O0 FHNH& “ade

=..

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

* Mustofa, Figih Mu amalah Kontemporer, 114.
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daslam berbuat dosa dan permusuhan... * (QS Al-Maidah:
2)

Menurut Tasfir Al-Qurtubi, Firman Allah di atas
terputus/terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk
saling tolong menolong dalam mengerjakaan kebajikan dan takwa
ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah
sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk
mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan
mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan
hindarilah.®

Dalam transaksi Utang piutang terdapat nilai luhur yang
tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada
dasarnya pemberian Utang kepada seseorang haruslah dengan niat
yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana
dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11:

6rORVIBLA A Fo 3 OVHBNODRG O LA Fo 3 SO @O
AR+~ e0 O€0 e OE€EOXIHAN DO ABROw0 o xCHORIO
&V P ABHORKOXI<H 6 O

Artinya: Barang siapa mengutangkan (karena Allah Swt) dengan

Utang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan

(balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan
memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)’

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Dan firman Allah Ta'ala,
"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik.” 'Umar bin al-Khaththab mengatakan: "Yakni, infak di jalan

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 84.
® Al-Qurthubi, Tasfir Al-Qurthubi, 2007, 114.
" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 430.
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Allah." Ada pula yang mengatakan: "Yakni, nafkah yang
diberikan kepada keluarga.” Dan yang benar bahwa kata itu
bersifat lebih umum dari pengertian di atas. Jadi, siapa saja yang
berinfak di jalan Allah secara tulus ikhlas dan dengan niat yang
tulus, maka ia telah masuk ke dalam keumuman ayat ini. Oleh
karena itu, Allah Taala berfirman: Siapakah yang mau
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah
akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, Yakni,
pahala yang baik dan pemberian yang megah, yaitu Surga pada
hari Kiamat.®

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt
mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan,
terutama dalam hal menafagahkan hartanya di jalan Allah Swt.
Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat
kebaikannya.

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk
saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk
pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh
orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang

mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:

es“juc ;&n a4 :jj;;a@a@z;;js @\us

w_ ]
~
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8 Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, 2003, 48-49.
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2% e o s [P R & Y Py

b e allis o i (a3 80AY) CaOS Ge 408

(Al 8135) 353 Y15 WA 3

Artinya: dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa meringankan

seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan

meringankan baginya dari  kesusahan  akhirat,

barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah

akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. (H.R.
Muslim).?

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain
atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan
merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi
Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan
pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu
keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan
sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha
Allah.*°

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa gard
(pinjaman) disyariatkan dalam bermu’amalah. Hal ini karena di
dalam gard (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban
orang lain tanpa mengharap balasan. Karena gard merupakan
pinjaman tanpa syarat.**

Utang sendiri memiliki nilai ibadah karena telah berusaha

untuk membantu dan membebaskan orang yang sedang kesulitan.

Karena biasanya orang yang berutang saat itu kondisi finansialnya

 Imam An-Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, ed. oleh Izzudin Karimi (Jakarta:
Darul Haq, 2018), 238.

1% An-Nawawi, 238.

1 Mustofa, Figih Mu amalah Kontemporer, 146.
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sedang terdesak. Sehingga berutang menjadi jalan yang ia pilih
untuk keluar dari masalah tersebut. Hal ini sebagaimana hadis

riwayat Imam

dsﬂ‘émd\dy‘)du d\&‘\.ﬂ:c&\wa‘)a‘).})ﬁ‘;ﬂ
‘umuﬂ“—*ﬁwﬂ)swyucwﬂw d‘ﬁehv
‘\-*1'9 ‘wwé;)muﬁ)‘uhﬁ‘eyu)swmﬁ
60‘);\%‘5@&5\&213\a‘)wwu.q‘).\uchaﬁy‘}\_uﬂ\@
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wYe & 8. -
(Al 8135
Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang
mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya
Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada
hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan orang
yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan
meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat.
Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan
Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama
hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa
yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah
dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah,
saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan
turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat
dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan
menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang
berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam
beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa
membantunya.” (HR. Muslim).*

12 An-Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, 453.
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Selanjutnya, perjanjian Utang uang termasuk ke dalam
jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur
dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, Pasal 1754
pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.*®

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut,
pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang
dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula.
Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan
uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.**
Ijma’ Ulama

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya qardh.
Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa
sedekah lebih utama daripada gardh, dan tidak ada dosa bagi
orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.*®
Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh mengatakan kebolehan dalam

374-75.

13 Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 9.
4 Supramono, 10.
1> Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),
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utang piutang. Agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh
untuk dijadikan pedoman.*
4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Utang piutang juga diatur dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah BAB XXVII Pasal 606 — 610 sebagai berikut:

Pasal 606

Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi al-qardh dapat dibebankan kepada nasabah.
Pasal 608

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan Kkepada nasabah
bilamana dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan
sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan
dalam transaksi.

Pasal 610

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi
pinjaman Lembaga Keuangan Syari’ah telah memastikan
ketidakmampuannya dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

¢. Rukun dan Syarat Utang Piutang
1) Syarat Utang Piutang
a) Ulamat Empat Madzhab
(1) Hanafi
Menurut mazhab Hanafi, rukun gardh adalah ijab

dan gabul.

18 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (2001).
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(2) Maliki
Menurut Imam Syafi’i, rukun gardh ada tiga, yaitu
sebagai berikut:
(@) Aqid, yaitu mugridh dan muqtaridh
(b) Ma’qud ‘Alaih, yaitu uang atau barang
(c) Sighat, yaitu ijab dan gabul.*®
(3) Syafi’i
Menurut Imam Syafi’i, rukun gardh ada tiga, yaitu
sebagai berikut:
(@) Aqid, yaitu mugridh dan muqgtaridh
(b) Ma’qud ‘Alaih, yaitu uang atau barang
(c) Sighat, yaitu ijab dan gabul.*®
(4) Hambali
Menurut Mazhab Hambali, rukun gardh ada tiga,
yaitu sebagai berikut:
(@) Aqid, yaitu mugridh dan muqtaridh
(b) Ma’qud ‘Alaih, yaitu uang atau barang
(c) Sighat, yaitu ijab dan gabul.?°
b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan rukun utang piutang terdapat pada Pada

Pasal 22 KHESy dimana rukun akad yaitu sebagai berikut:

7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

'8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 199.
19 5abiq, 199.

20 Sabiq, 199.
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(1) Pihak-pihak yang berakad
(2) Objek akad
(3) Tujuan pokok akad
(4) Kesepakatan.”!
2) Syarat Utang Piutang
a) Ulamat Empat Madzhab
(1) Hanafi
Menurut Hanafiyah, syarat utang piutang yaitu
sebagai berikut:

(@) diganti dengan barang yang sama.

(b) Penerimaannya boleh diwakilkan,

(c) Seseorang dimakruhkan berutang sesuatu kepada orang
lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu
disyaratkan dalam akad.

(d) Pemberian utang itu tidak boleh terhadap anak kecil
atau orang yang dalam perwalian.?

(2) Maliki
Menurut Maliki, syarat utang piutang yaitu sebagai
berikut:

(@) Semua jenis barang yang sah dijual salam sah

diutangkan

2! pysat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 22.

22 Abdurrahman Al-Jaziri, Figh Empat Madzhab, Jilid 6 (Tangerang: Darul Ulum Press,
2010), 288-90.
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(b) Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah
dari pengutang, kecuali memang mempunyai kebiasaan
memberi hadiah dari sebelumnya, atau kondisi
memaksanya untuk memberi hadiah, seperti dalam
acara perkawinan dan lain sebagainya.

(c) Bahwa dengan dilakukan akad berarti barang yang
diutangkan menjadi milik pengutang, seperti halnya
dalam sadagah, hibah, dan ariyah.?®

(3) Syafi’i
Menurut Syafi’i, syarat utang piutang yaitu sebagai
berikut:

(@) Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak
berderma

(b) Sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah di
akad salam bilamana yang dipinjamkan tadi dalam
jaminan sifat

(c) Qardh itu rusak bilamana yang mengutangkan
mengambil manfaat tambahan.?*

(4) Hambali
Menurut Hambali, syarat utang piutang Vvyaitu

sebagai berikut:

2 Al-Jaziri, 294-95.
24 Al-Jaziri, 290-91.
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(@) Emua barang yang boleh dijual boleh diutangkan
seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur,
dihitung, dan lain sebagainya.

(b) Kadar barang yang diutangkan harus jelas, bila berupa
barang takar maka alat takarnya harus yang dikenal
secara umum.

(c) Yang mengutangkan harus orang yang pantas berderma
Karena itu tidak sah bila yang mengutangkan adalah
anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya.

(d) Akad gardh harus dilangsungkan serah terima baik
baik yang diutangkan itu berupa barang ditakar,
ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.

(e) Bila barang yang diutangkan ada persamaannya dalam
arti berupa barang yang ditakar atau ditimbang, dan
tidak mengandung unsur buatan maka pengutang harus
mengembalikan yung yang sama dan tidak harus
mengembalikan barang utang itu sendiri, karena
setelah barang itu diterima berarti menjadi milik penuh,
maka ia bebas menggunakannya untuk apa saja.

(f) Dalam akad gardh tidak boreh mensyaratkan sesuatu
untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang

mengutangkan.®

2 Al-Jaziri, 295-96.
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b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan

syarat dari akad yaitu sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan,
kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;

(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan
tamyiz.

Pasal 24

(1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

(2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan
dapat diserahterimakan.

Pasal 25

(1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang
mengadakan akad.

(2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara
lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus

mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah

% pysat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, 22-23.
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ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam
gardh, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu
pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk
mengembalikan.?’

Ketentuan lain adalah pasal 608 KHES yang
menyebutkan bahwa dalam akad qardh, pihak yang
meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang
meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari
penyalahgunaan pinjaman atau gardh.”®

c¢) KUHPerdata

Syarat utang piutang dalam KUH Perdata termasuk ke
dalam alat-alat bukti yang sah dan diatur pada Pasal 1866
KUH Perdata yaitu berupa:

1) Surat

2) Saksi

3) Persangkaan-persangkaan
4) Pengakuan

5) Sumpah?®

Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama
karena pada umumnya surat sengaja dibuat oleh para pihak
untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila

terjadi  persengketaan mudah untuk mengungkapkan

%7 pysat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), 174.
%8 pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), 174.
2% Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 154-55.
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peristiwanya, tinggal menunjukkan suratnya. Adapun
mengenai saksi agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika
terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak
begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai
urusan pribadi. Orang yang ada di tempat kejadian baru
bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja
diundang sebagai saksi.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam
Utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi
rukun dan syarat dari Utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri
adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah
prasyarat dari sesuatu tersebut. Saksi dalam Utang piutang
termasuk sebagai alat-bukti. Sehingga saksi cukup penting

kedudukannya dalam perjanjian Utang-piutang.

d. Obyek Utang Piutang

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam Utang piutang
(gardh), Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gardh dipandang sah
pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang
menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-

benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Qardh selain dari

%0 Supramono, 155.
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perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang
menetap di tanah, dan lain-lain.%

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membolehkan
Qardh pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang
ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang
bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang
dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi
SAW menukar (garad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan
benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.*?

Jumhur ulama membolehkan, Qardh pada setiap benda yang
dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang gardh
manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumabh, tetapi Ibn
Taimiyah membolehkannya.®

Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan
harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk
menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad
gardh.®

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek
gardh dipandang sah pada harta mitsil, yaitu benda yang tidak terjadi
perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang

dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

3! Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.
%2 Qyafe’i, 155.

3 Syafe’i, 155.

% Mustofa, Fiqih Mu amalah Kontemporer, 147.
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2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti
a. Definisi Alat Bukti

Bukti merupakan terjemahan dari bahasa belanda, bewijs yang
diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta
lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan
kepada hakim bagi penilaiannya.®* Alat bukti dalam bahasa belanda
disebut dengan bewijsmiddelen yaitu alat-alat bukti yang digunakan
untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.®® Alat
bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu
perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan
sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan
suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai
bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh
terdakwa.

b. Dasar Hukum Alat Bukti
Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh

menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila

% Hamzah, Kamus Hukum, 83.
% Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), 17.
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya”.®’ Alat bukti yang sah di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.® Karim Nasution mengatakan bahwa ketika hakim
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta
pengalamaan dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-
benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka
terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan
meyakinkan.*®
c. Jenis-jenis Alat Bukti
Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai
alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis (surat),
pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan
sumpah, dan ada tambahan yaitu elektronik.
1) Alat Bukti Tertulis (Surat)
Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167
HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo,
alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat

tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau

% Nusantara, Pangaribuan, dan Santosa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dan Peraturan-Peraturan Pelaksana, 7.

% Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana
(Yogyakarta: Liberty, 1988), 96.

% Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, 71.
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menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai
pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak
memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda
baca akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah
termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.*

Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena
dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang,
sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja
membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk
membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari
seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi
lazimnya berbentuk tulisan.**

2) Alat Bukti Keterangan Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim
di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan
salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau
kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau

dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan

0 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 6 (Yogyakarta:
Liberty, 2002), 141.

* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 559.
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kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 171 ayat
(2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW.*
3) Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan

Persangkaan pada hakikatnya merupakan alat bukti yang
bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat
berdiri sendiri melainkan dengan perantaraan alat bukti lain.
Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak
langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain.
Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada
suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara
membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat
lain.*?®

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan
peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak
lawan. Karenanya dengan adanya pengakuan maka sengketa
dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan
kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan
tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah
merupakan pernyataan tentang kebenaran akan tetapi lebih
merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara.

Maka sekalipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164

2 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 159.
3 Mertokusumo, 165-66.



40

HIR (284 RBg, 1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah
merupakan alat bukti.**
5) Alat bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang
khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji
atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan,
dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau
keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Dari
rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada dua macam sumpabh,
yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan
sesuatu disebut sumpah promissoir, dan sumpah untuk memberi
keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak
yang disebut sumpah assertoir. Sumpah yang diucapkan oleh
seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau
pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah promissoir karena
diakhiri dengan janji akan memberikan keterangan yang benar
dan tidak lain dari yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai
alat bukti termasuk ke dalam sumpah assertoir karena fungsinya
untuk meneguhkan suatu peristiwa.*

6) Alat Bukti Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum

* Mertokusumo, 174.
45 Mertokusumo, 179.
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mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil
dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di
persidangan. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil
dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.Pasal 5 ayat
(1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti

hukum yang sah.*®

d. Kaidah Fighiyah Tentang Alat Bukti

Alat bukti merupakan istilah teknis dari pembuktian (al-
bayyinah). Dalam hukum Islam (fikih) alat bukti disebut juga at-turuq
al-isbat. Pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna
mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (Al-Bayyinah)
adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menjelaskan yang haqg (benar) didepan majelis hakim, baik berupa
keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman
oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.
Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas
yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. hal ini
karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan

serta akan menolak kemudaratan, karena dengan pembuktian

“® Resa Radito, Apek Hukum Transaksi Elektronik (Yogyakarta: Graha llmu, 2014), 30.
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menghidarkan seseorang yang tidak bersalah di hukum, hal ini sesuai
dengan kaidah Figh Jinayah:*’
SEVERIER PR ITETRN

Artinya: “Hindari lah hukuman Had jika terdapat syubhat.

Bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam
dalam pembuktian ini lah yang digunakan sebagai Hujjah (alasan
Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta
dalam menghidarkan dalam perkara syubhat, alat bukti dan barang
bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam
Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan
yang Haq (kebenaran) ialah Al Bayyinah sebagai pembuktian.*®

3. Kedudukan Saksi dalam Akad
a. Pengertian Saksi

Saksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah: 1) orang yang
melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), 2) orang
yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui
kejadian tersebut, 3) orang yang memberikan keterangan di muka
hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, 4) keterangan
(bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yg melihat atau

mengetahui, 5) bukti kebenaran.*

*” Ahmad Sudirman Abbas, Qawa 'id Fighiyyah (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003), 77.

“S Abbas, 78.

* Departemen Pendidikan RI, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
1246.
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Menurut Roihan A. Rasyid, alat bukti saksi, dalam hukum
Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi
perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya:
menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia
hidup.>®

Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah orang yang
memberikan kepastian kepada hakim di persidangan tentang peristiwa
yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan
pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang
dipanggil di persidangan.*

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum
pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari
kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh
penggugat dalam menuntut haknya.*?

Namun, mengenai saksi ini agak sulit untuk mengungkapkan
karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya
tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai
urusan pribadi. Orang yang di tempat kejadian baru bersedia datang

melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.>®

% Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2016), 159.

5 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 176.

52 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
(Jakarta: Kencana, 2005), 385.

*% Supramono, Perjanjian Utang-Piutang, 155.



44

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa saksi orang
yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau
yang dimaksud pada penelitian ini yaitu suatu peristiwa Utang piutang.
Pentingnya keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa/
keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya
sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia.

b. Dasar Hukum Saksi
1) Al-Qur’an
Dasar hukum saksi dalam Al-Qur’an terdapat pada Allah

berfirman dalam lanjutan Surat al-Bagarah ayat 282.

0N LA Lo S raaahiYiololn EEINE Y6
FORNO BXVMARGEIL @7
ScOEEND §x4EAONT OANVGC OO T O@¢
B+ORODY ORI o qm A8
HEREOO  weO g €R0€ €T IR a0
] 7 A FLEOCrO*<s

.. G CYLORD Mee e NI
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu
bermuamala’ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan
hendakla/ kamu menuliskannya. Dan hendakla’ seorang penulis
diantara kamu menuliskannya dengan benar....” (Al-Bagarah:
282)°
Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia,
asbabun nuzul ayat di atas yaitu sebagai berikut: Dari lbnu Abbas,
penduduk Madinah memiliki tradisi menyewakan kebunnya dalam
kurun waktu tertentu, satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah SAW

pun menegaskan hal tersebut dengan bersabda, “Hendaklah

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 66.
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menyewakan dengan ukuran dan waktu tertentu.” Lalu Allah
menurunkan ayat ini.>®

Inilah ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal
oleh para ulama dengan nama ayat al-mudayanah (ayat Utang
piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau
menurut sebagian ulama kewajiban menulis Utang piutang dan
mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya
(notaris), sambil menekankan perlunya menulis Utang walau
sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.*®

Ayat 282 ini dmulai dengan seruan Allah swt, kepada
kaum yang menyatakan beriman, Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Perintah ayat ini
secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman,
tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi
Utang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berUtang.
Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan
penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan
yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.>’

Selanjutnya Allah swt menegaskan: “Dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil”, yakni

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Perkata; Asbabun
Nuzul dan Tafsir Bil Hadis (Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2014), 48.

*® M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

*" Shihab, 731.
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dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan
yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu
pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil
dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria
bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang
aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran. Ayat ini
mendahulukan penyebutan adil daripada penybutan pengetahuan
yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut
adanya pengetahauan bagi yang akan berlaku adil, juga karena
seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan
mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui
tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk
menutupi ketidakadilannya. la akan mencari celah hukum untuk
membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi.>
Kemudian, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki di antara kamu. Kata saksi yang
digunakan ayat ini adalah (ceues) syahidain bukan (o:els)
syahidain. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-
benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi
dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan
demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua

orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang

%8 Shihab, 733.
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merupakan anggota masyarakat muslim. Kalau bukan dua orang
lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang
melakukan transaksi.>®
Kepada para saksi, Allah berpesan, “Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,”
karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau
terjadi korban. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi
menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan
kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika
seseorang melihat satu peristiwa (katakanlah tabrakan) maka
ketika itu seseorang tersebut telah berpotensi memikul tugas
kesaksian, sejak saat itu seseorang tersebut telah dapat dinamai
saksi walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di
pengadilan.®® Ibnu Hazm adz-Dzahiri mengatakan, penting untuk
menghadirkan saksi:
Ol oL Ol Lagale i «Jal ) gl IS ld
Yoo ol paly May sl lelad oo e gl
eld Ol LS ang aly i (A el (S (8 aclial
b alé Uia 4y (gl of ) 4l 52
Artinya : Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi
keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua

orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita
yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak

% Shihab, 734-35.
% Shihab, 736-37.
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menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang
berutang bisa menggadaikan sesuatu.®

Dengan memperhatikan keterangan di atas, menunjukkan
bahwa hukum asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu
sifathya anjuran. Akan tetapi, jika bisa dipastikan akan
menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak ada pencatatan,
maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal
ini statusnya wajib. Rincian semacam ini, disampaikan oleh Imam
as-Sa’di dalam tafsirnya, perintah untuk mencatat setiap akad
utang piutang, bisa hukumnya wajib, dan bisa anjuran. Mengingat
besarnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat,
rentan kesalahan, lupa, peselisihan, dan pertikaian, yang itu
kejelekan yang besar.®?

2) Hadits
Adapula pembahasan saksi dalam hadis-hadis Rasulullah,

seperti berikut ini:

w\u\oh&s@\usmwjfcus

Z
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(s mmw)u}g\ A3y 48

Artinya: Warta dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya
mengabarkan bahwa lbnu Muhayyishah al-Asghar
menjadi korban pembunuhan di pintu gerbang Khaibar.
Rasulullah s.a.w memerintahkan kepada walinya:
“Kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang

%1 Shihab, 738.
%2 Shihab, 738.
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membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya (diyah)
kepadamu”. (Rw. Nasaiy)>

Kemudian, perintah Rasulullah SAW yang ditujukan
kepada Hilal bin Umaiyah yang menuduh Suraik bin Syahma’

berbuat zina dengan istrinya, kata Rasul:

(S0l 8155) & ek L 388 Y15 a1ags das )

Artinya: Kemukakanlah empat orang saksi! Jika tak sanggup
maka hukum dera akan menimpa punggungmu. (Rw. An-
Nasaiy)®*

}a,

u.\ﬂ\e.\@)ses“/ 1:5. \el..ujmlc
S50 (a8 538 alds 25 24 JLLPJS‘ef‘?@—UL
(Lg‘)ﬂ\ a\)J) f‘@“m'@‘“ ?@Lu\)ag_\

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas 'ud r.a. bahwa Nabz
Saw pernah bersabda: ‘“‘orang-orang yang terbaik
adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya,
kemudian generasi berikutnya. Setelah itu akan muncul
generasi yang di tengah mereka ada orang yang
kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya
juga mendahului kesaksiannya. (Rw. Bukhari)®

d\ﬁ(duj‘\_\lci&\ém@ﬂ\usq!uww\
w.o.;j u..;:s\ Ji8y Al d\)m Kl 335\
53) sl Bl D6 555 O caall 5
(s )&
Artinya: dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dosa paling

besar diantara dosa besar ialah menyekutukan Allah,
membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta”

1

83 Fatchur Rahman, Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama (Jakarta: Bulan Bintang,
1977), 72.

% Rahman, 73.

% Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
53.
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atau beliau mengatakan: "persaksian dusta.” (Rw.
Bukhari)®®

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa

pentingnya saksi dalam perjanjian Utang piutang. Perintah ini

adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi

keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk

menegakkan keadilan. Ada larangan tegas disertai ancaman bagi

saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian yang mengakibatkan

kerugian pihak lain.

c. Syarat-Syarat Saksi

Menurut Roihan A. Rasyid, syarat-syarat saksi antara lain

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Saksi  mestilah  benar-benar  melihat, mendengar,
mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang
disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke
mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi
menyusun  atau  mengambil  kesimpulannya atau
memberikan penilaiannya sendiri.

Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya
itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya,
tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui
demikian.

Kesaksian orang yang buta dapat diterima sepanjang
menyangkut tentang pendengaran sebagaimana kesaksian
orang yang tuli dapat diterima sepanjang menyangkut
tentang penglihatan. Panca indera mereka masih berfungsi
pada sektor mendengar dan pada sektor melihat. Kesaksian
orang yang buta serta tuli, samak sekali tidak dapat
diterima sebab indera dengan dan indera lihatnya telah
sama sekali tidak berfungsi.”’

Selanjutnya, menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul

Manan, secara garis besar ada lima syarat saksi yang harus dipegangi

% Az-zabidi, 53.

®" Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 167-68.
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oleh hakim dalam memeriksa kesaksian, yaitu adil, dewasa, Islam,
merdeka (bukan budak), mempunyai itikad baik dalam memberi
kesaksiannya di dalam persidangan.®®

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini yang
menjadi syarat-syarat saksi di antaranya yaitu bukan merupakan
keluarga salah satu pihak, bukan suami istri atau mantan suami istri
salah satu pihak, sudah baligh, dan orang yang berakal.

d. Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam suatu perkara sangat penting karena
digunakan sebagai alat bukti. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim
untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil
gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian
diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di
muka pengadilan, di mana seseorang mengaku bahwa sesuatu hal
tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap
pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi pembuktian itu
adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-
dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.®

Saksi merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan
yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak
ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang
bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang

bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan

%8 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 392.
% Manan, 385.
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sendiri, karena para pihak yang berperkara pada umumnya akan
mencari benarnya sendiri.”

Betapa pentingnya arti saksi sebagai alat bukti tampak dari
kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak
dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Oleh karena itu, saksi
merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.”

Menurut Roihan A. Rasyid status saksi ada kalanya ia
menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti
bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus
syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita
harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat
pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat
hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum,
otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.’

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan
saksi sangat penting atau urgen dikarenakan dapat digunakan sebagai
alat bukti suatu perkara. Saksi adalah orang yang menjadi saksi mata
dan saksi di tempat kejadian, sehingga seorang saksi itu dituntut untuk
jujur dalam menjadi saksi dalam proses pengadilan.

Karena apabila tidak ada saksi dalam utang piutang maka
peminjam dapat menggunakan hal tersebut untuk lalai dalam
membyar utang atau bertanggung jawab atas utangnya tersebut.

Peminjam tidak akan mau membayar dengan dalih tidak adanya saksi

7% Manan, 385.
! Manan, 385.
"2 Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 160-61.
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yang bisa digunakan dalam praktik utang piutang. Peminjam akan
beralasan tidak pernah melakukan praktik utang piutang. Dalam hal
ini pemberi utang akan sangat merasa dirugikan. Pemberi utang tidak
bisa memperoleh haknya atas apa yang telah diberikan kepada
peminjam. Pemberi utang tidak bisa memberi ketegasan dalam
menagih utang tersebut karena tidak adanya saksi yang kuat saat
melakukan praktik utang piutang.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Pembahasan terkait kedudukan saksi dalam transaksi utang-piutang
sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang
memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus
tumbuh di dalam pengkajiannya. Adapun dalam kajian pustaka di dalam
bentuk karya ilmiah dengan tema kedudukan saksi dalam utang piutang
ditemukan pada penelitian setingkat tesis. Beberapa karya ilmiah yang turut
membahas tema kedudukan saksi dalam utang piutang antara lain:
1. Tunggul Bahwono, “Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta di
Bawah Tangan dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus
di Pengadilan Negeri Karanganyar)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.” Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat
bukti. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas
mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam Proses

pemeriksaan sengketa perdata sedangkan penelitian milik peneliti ini

3 Tunggul Bahwono, “Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan
dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”
(Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).
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membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat
Kecamatan Batang Hari.

2. Aaron Pietter, “Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian
Lisan”, Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 1, No. 1, 2022.”* Persamaannya
yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti dalam suatu
perjanjian. Perbedaannya dalam penelitian relevan di tersebut membahas
mengenai efektivitas alat bukti dalam pembuktian suatu perjanjian lisan
sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa
alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

3. Fauziah Syifa Purworini, “Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang
Piutang: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor
18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070
K/Pdt/2016”. Tesis Universitas Indonesia.” Persamaannya yakni terletak
pada pembahasan mengenai alat bukti dalam utang piutang. Perbedaannya
dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kuitansi sebagai
alat bukti perjanjian utang piutang sedangkan penelitian yang penulis
membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat
Kecamatan Batang Hari.

4. Irfan Adi Saputra, “Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah

dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung

™ Aaron Pietter, “Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan”, Lex
Patrimonium, Vol. 1, No. 1, 2022.

" Fauziah Syifa Purworini, “Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang: Studi
Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016” (Tesis Universitas Indonesia, 2019).
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Karang). Skripsi, Universitas Lampung.”® Persamaannya yakni terletak
pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya
dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai aspek hukum dan
penerapan alat bukti sumpah dalam perkara perdata di pengadilan
sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa
alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

5. Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian
Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Hukum De'rechtsstaat.
Volume 2 No. 1, Maret 2016.” Persamaannya yakni terletak pada
pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam
penelitian relevan tersebut membahas mengenai kepastian hukum alat
bukti pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad
piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

6. Wicke Septiana Dewi, “Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti
Dalam Pemeriksaan di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” Skripsi Universitas Brawijaya
Tahun 2016.”® Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai

alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan

"® Irfan Adi Saputra, “Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah dalam Perkara
Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)” (Tesis Universitas Lampung,
2019).

" Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,” Jurnal Hukum De rechtsstaat Vol. 2, no. 1 (2016).

® Dewi, “Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di
Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).”
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tersebut membahas mengenai kedudukan saksi verbalisan sebagai alat
bukti dalam pemeriksaan di pengadilan sedangkan penelitian yang
penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat
Kecamatan Batang Hari.

7. Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan,” Vol. 4 No. 1
(2022):  Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Univeritas
Mahasaraswati Denpasar.””  Persamaannya yakni terletak pada
pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam
penelitian relevan tersebut membahas kedudukan hukum saksi mahkota
dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban
pidana terhadap saksi mahkota sedangkan penelitian yang penulis
membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat
Kecamatan Batang Hari.

8. Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara
Pidana,” Wacana Paramarta: Jurnal llmu Hukum Volume XV Nomor 2
Tahun 2016, Universitas Langlangbuana.?’ Persamaannya yakni terletak
pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya
dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kedudukan saksi
anak dalam pembuktian perkara pidana sedangkan penelitian yang
penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat

Kecamatan Batang Hari.

" Dewi, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
Terhadap Jabatan.”

8 Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” Wacana
Paramarta.”
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C. Kerangka Pikir

Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti

Al-Qur’an dan Al-Hadits
Tentang Kedudukan Saksi

Teori maslaha’ dan urf

~ 5

v v

. Boleh: Tidak Boleh:
Tidak bertentangan dengan Bertentangan dengan
Hukum Islam Hukum Islam

Penjelasan Bagan Kerangka Pikir.

Al-Qur’an dan Hadis dijadikan sebagai landasan utama dalam akad
utang piutang. Dalam melakukan kajian penelitian terkait akad utang piutang
tanpa adanya saksi di Masyarakat Batang Hari dikaji menggunakan teori
maslahah dan ‘urf. Setelah mengakaji kedudukan saksi dalam Transaksi
Utang Piutang menurut teori maslahah dan ‘urf maka dapat dibagi menjadi
dua yaitu kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang boleh dan kedudukan
saksi dalam Transaksi Utang yang tidak boleh. Kedudukan saksi dalam
Transaksi Utang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum
Islam. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang Pitang tidak boleh karena

bertentangan dengan Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tesis ini maka dari
hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batang
Hari tidak sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Nasional. Hal ini
kerena pentingnya menghadirkan saksi dalam melakukan akad sehingga
tidak menyebabkan permasalahan dalam akad utang piutang yang
dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari.

2. Faktor-faktor yang mendorong adanya akad utang piutang tanpa saksi
pada masyarakat Kecamatan Batang Hari, antara lain karena:

a. Adanya rasa ingin mengembangkan usaha pasar kreatif dan
pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang ada di kota Metro.

b. Tingginya rasa kepercayaan antara masyarakat yang ada di desa
Banjarrejo dan desa Sumberrejo.

c. Adanya faktor ingin mengembangkan usaha pertenakan lebah lanceng
seperti peternakan lebah yang ada di kota Metro.

d. Tingginya rasa keperdulian dan gotomg royong pada masyarakat yang
ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo.

e. Adanya letak geografis desa Banbjarrejo dan desa Sumberrejo yang

dekatan dengan kota Metro.
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f. Cepatnya perkembangan arus informasi yang didapat desa Banjarrejo
dan desa Sumberrejo terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di
kota Metro.

3. Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat
Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak
diperbolehkan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan
karena tidak adanya saksi dalam akad utang piutang tersebut.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran terkait Akad utang
piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari, antara lain:

1. Bagi masyarakat Batanghari Kabupaten Lampung Timur, khususnya para
pihak yang terlibat dalam Utang piutang Utang, bahwa dalam
bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip
muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal
yang dilarang oleh Islam. Selain itu juga peneliti menganjurkan untuk
segala hal dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan surat
perjanjian di atas meterai dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua
belah pihak. Tujuannya yakni agar kegiatan muamalah tersebut memiliki
dasar hukum yang kuat dan mengikat kedua belah pihak.

2. Akad utang piutang di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo hendakanya
dibuat tidak hanya dalam bentuk lisan dan tetulis akan tetapi dibuat juga
dalam bentuk digital. Contohnya dengan adanya kontak perjanjian digital

yang disebut juga kontrak elektronik (digita/ contract).
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. Pihak yang melakukan akad utang piutang harus memiliki sifat toleransi.
Dalam melakukan akad utang piutang pemberi pinjaman atau Utang
diharapkan mampu memberikan kelonggaran dalam pembayaran Utang
apabila peminjam tidak bisa membayar karena alesan yang jelas.
Contohnya saat melakukan pembayaran utang piutang peminjam
memberikan penambahan waktu pembayaran.

. Pihak yang melakukan akad utang piutang harus mempunyai itikad baik.
Adanya itikad baik dalam perjanjian akad utang piutang dampak
merugikan salah satu pihak. Contohnya: peminjam harus membayar utang
tepat waktu sesuai kesepakatan di awal akad.

. Pihak yang melakukan akad akad utang piutang harus memiliki sifat
konsisten dalam melaksanakan akad yang telah disepakati. Adanya sifat
konsisten akan menghindari terjadinya sengketa dalam akad akad utang
piutang.

. Adanya edukasi terkait pembedayaan masyarakat tentang pengembangan
modal usaha. Contohnya: Seharusnya dalam melakukan akad utang
piutang diberikan edukasi agar tidak adanya kerugian akibat tidak adanya
saksi dan perjanjian atau akad yang tidak tertulis.

. Adanya sumber daya manusia untuk edukasi terkait praktik akad utang
piutang yang benar sesuai hukum Islam dan hukum nasional. Bagi tokoh
masyarakat dan tokoh agama Batanghari agar lebih memberikan
pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang
melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan

muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
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